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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

 
 
 
 
 
 
 

BUPATI GARUT 
 

LD. 9  2012 
R 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
 

NOMOR  9  TAHUN  2012 
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN 
SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN 

TERPADU SATU PINTU DAN SEKRETARIAT BADAN 
NARKOTIKA KABUPATEN GARUT SEBAGAIMANA TELAH 

DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 25 TAHUN 
2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 
DAN SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA KABUPATEN GARUT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI GARUT, 
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Menimbang  :  a.  bahwa sehubungan unit pelayanan terpadu 
digabung dengan fungsi penanaman modal, 
maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut 
Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat 
Badan Narkotika Kabupaten Garut, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 
dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten 
Garut perlu dicabut; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka perlu 
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Garut 
tentang Pencabutan Peraturan Daerah 
Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 
dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten 
Garut sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 
dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten 
Garut. 

 
Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia        
Nomor 3890); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor5234); 


